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BUPATI KUNINGAN

Babwa pengaturan pengelolaan keuangan daeral welah
ditelnpikan dalam Peraturan [Daerash Nomor 29 Tahun
4003 tening  Pokok-pokek  Pengololsan Keuangan
Dacrah

hithwe sesual dengan pasal 99 dan pasal 102 dinvatakan
bahwa PPKD menyusun laporan keuangsn pemerintoh
dacvraly berdasarkan laporan dari SKPD dan SKPKD serta
disampmbkan ke BPE paling lambal 3 ftiga) bulan seiclah
tnhun anggaran berakhir

bahwa guna  kelancaran  dalam  menyvusun  Laporan
hewangan dibentuk Tun Penyusun Laporan Keoangan
Pemeriniah Dacrgh Kabupaten Kuningun Tabun
Armoorar 2001 6H

wihwa berdasarkan pertimbangan dimaksud buruf o, b
dan e uniluk IETJArTiL Kepastian IRLARERR
pombentukannya perla ditctapkan dengan e putusan
Hupatl

» Undung-undang  Nomer 14 Tahun 1950  wniang

Pembentukan Daerah Kabupsaien dalam Lingkungan
Propins) Jawa Barat

. Undang.undgne MNemoar | Tahun SO0 tenlang

Perbendeharsan Nogurs:

Undang-undeng Nomor 13 Tahun 2004  tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan den Pertangeungiawaban

houhngan hepara,

Londongundang  Nomar 33 Tahun 2004  wentang
Pernmbanegan houangan antars Pemenntah Pusat dun
[Jaerak

Undang-undang Nomor 23 Tabun 2004 entang
Hemernntahan Dacrah sehagaimana telah diubsh dengan
Lrdana. I..1|::|L|IJJ:|;.;r freerios B lahiun 2014
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Peraturan Pemenntih Nomor 8 Tahun 2006 entang
Pelaporan Kevangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara /Dueraby;

Peratdran Pemerintih Noamor 71 Tahun 20100 wentang
Standor Akuntansi Pemerin b

Perdturan Menter Dalam Negen Nomor 13 Tabhun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Kegangan  Daerah,
schagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubshan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Neger

Nomor 13 Tahun 2008 lentang Pedoman Pengelolaan

Founngan Dacrnh;

Pemtursn Daeral Rabupalen Kuningan  Nomor 29
Tahun 2013 tenieng Pokeok - pokok Pengelolaan
Kewangan Daerah;

Pernturnn Docrah Kabupaten RKuningan Nomor 21
Tehun 2015 lentng Anggaran Pendapatan dan Belanja
Pracrnh Tohun Anggaran 20| 6

Perpturan Bupatl Nomor 32 Tahun 2015 emang
ketenlunn Tatn  Naskah [Dinas di  Linghungarn
temernizh Kabupsten kuningan

Perpturan Bupatl Kuningan Noemor 51 Tahun 2013
lentAang kebijakan Akuntarnsi Pemoriniah
Perah Seneoaimana  telah dirubah  terakhir dengan
Pernturan  Bupati Noemor 17 lahun 2016  (entung
Perubahan awms Perpturan Bupati Kuningan Nomor 31

Tahun 2003

Pernturan Bupalr Kuningan Nomor 32 Tabun 20014
fertang =uterm Akuntanst Pemerinlah Daerah,

. Peraturan Bupar Kuningan Nomor 32 Tahun 2016

tentang Pedoman  Penyvusunan Angsaran Pendapatan
dan Belanga Baerab lwhun 2017,

Keputusan Bupatl kunmgan Nomor 910 J KPTS486 -
BERAL / 2016 tentang Ponctapan Standar Hiaya
Belanja Dacrah.

MEMUTUSKAN

Memenius Tim Venyvusun laporan Keuangan Pemcrintah
yaereh Habupaten Kuningin Tehun Anpgearan 2016

womposis: don personalia Tim o dimaksud diktam KESATLU,

gebapaimany tercantum dalam lampiran kKepuiussn il
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Tugas  pokok tm  dimaksud  diktum KEDUA  adalah
Menvusun Laporan kevangan Daerah sampai terbuatnva
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjpwaban APBD Tahun
Anggaran 2016 dan Peraturan Bupat tentang Realisasi
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016,

Tun dimaksud  diktum  KEDUA, secars berjenjarng
bertanggung jawab kepada Hupat.

Biaya penyusunan Laporan keuangan Pemerintah Daerah
Rabuipaten Kuningan ini dibebankan kepada APBD Tahun
Angearan 2017,

keputusan imi berlaku mulail tanggal ditetaphkan,

neputusan ini diberikan kepada vang bersangkutan untuk

diketnhui dan dilaksanakan sehagaimana mestinva dengan
penuh rasa angeung jewah.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada tangeal : 18- nol]

KUNINGAN
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